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PUTUSAN
Nomor 1614/Pdt.G/2021/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I <ot dan tanggal lahir Palaran, 31

Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

tempat kediaman di |
I Palaran Kota

Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

I (< pat dan tanggal lahir Samarinda,

28 Mei 1990, agama lIslam, pekerjaan Tidak Bekerja,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman ||

Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Samarinda, dengan Nomor 1614/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 11
Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 30 September 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor : [

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Ampera Kota
Samarinda selama 1 bulan kemudian pindah di rumah sewaan Jalan
Sepinggan Kota Balikpapan selama 8 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
dikaruniai 1 anak yang bernama | IGczczNGIGINNBGE i
Baikpapan tanggal 09 Desember 2018 dan anak tersebut sekarang
dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari
pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha
mencari pekerjaan, Tergugat malah marah kepada Penggugat dan tidak
segan-segan menyakiti jasmani Penggugat. Kemudian yang Tergugat
lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah dan ketika dirumah pun
Tergugat kebanyakan main judi online, sehingga kebutuhan rumah
tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat
harus bekerja sendiri;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga
keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan
faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2021, yang
akibatnya Penggugat meninggalkan tempat di rumah sewaan dan sejak
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saat itu antara Penguggat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi

sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sabh;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini
ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (I EGcINEIzNNzG
I N -ngougat, (HEE)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 28 Oktober 2021,yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
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dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan

yang berkenaan dengan hadanabh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:
Fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Palaran, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor 334/01/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012, bermeterai
cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B. -

Saksi:

1. . . ur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di || GGG
I (<ota Samarinda di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai
kakak kandung Penggugat;
. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah
dan hidup berumah tangga  dalam keadaan rukun, dan
dikaruniai 1 (satu) orang anak;
. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering
terjadi perselisihnan dan pertengkaran;
. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah
ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja;
. Bahwa sejak bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tingggal;
. Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
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2. . . 32 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di [N R
I < mpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai
sepupu Penggugat;
. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah
dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan dikaruniai
1 (satu) orang anak;
. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir
ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan
masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja;
. Bahwa sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal,
. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat
dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
tanggal 18 Oktober 2021 dan relaas tanggal 18 Oktober 2021, yang dibacakan
di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
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tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan
Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di hadapkan Penggugat bernama
I oo .  so<si-saksi
Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat
formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab persellisihan, adalah
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal [ KEGCcCNGGE

dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa pada awalnya perkawinan Pengugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan persoalan

ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja;

3. Bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, disebabkan persoalan ekonomi, karena Tergugat
tidak bekerja;

3. Bahwa sejak bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal. Pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar
dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim
dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak,
di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 bulan,
tidak ada hubungan sebagaimana suami istri, sehingga kewajiban suami istri
sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak
dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam
Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga
(rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat
diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika kondisi rumah tangga tidak mungkin lagi
diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya
untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang
menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut
merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan
untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat
kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal
menurut kaidah fighiyyah:

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/

memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid 1l halaman
405 yang diambil alih oleh majelis sebagai berikut:
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57Y ol 565 s ald rabiall plS> o wSl> Al a5 o
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Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk

orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan
hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([ GcNIEzNIN
B BN rhadap Penggugat, (N
)

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.
620. 000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan
Drs.H. Ibrohim, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari
Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4
Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqgi, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
H. Burhanuddin, S.H., M.H. Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Drs.H. Ibrohim, MH.
Panitera Pengganti,

Baihagqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP relaas Rp 50.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 500.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 620.000,00

( enam ratus dua puluh ribu rupiah)
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